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ABSTRAK

Nama : ABDI KURNIA D

Program Studi: ILMU HUKUM

Judul : Politik Hukum Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Sejak 

  Masa Transisi Politik 1998 Sampai Dengan Tahun 2008

Tesis ini membahas politik hukum kerukunan umat beragama oleh rezim-rezim
yang berkuasa di Indonesia sejak Tahun 1998 sampai dengan 2008. Pengamatan
terhadap model-model politik hukum yang digunakan oleh setiap rezim tersebut
dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana proses demokratisasi menyentuh
persoalan yang lebih esensial  di  dalam kehidupan masyarakat,  yaitu  persoalan
kerukunan  umat  beragama.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Hussein  Umar,
mantan  Ketua  Umum  Dewan  Dakwah  Islamiyyah  Indonesia,  kerukunan  umat
beragama merupakan salah satu pilar penting dalam memelihara keutuhan bangsa
dan negara Indonesia. Pemeliharaan kerukunan umat beragama sangat bergantung
kepada sikap tegas Negara, di dalam kaitan ini terutama Pemerintah atau Rezim
Politik yang berkuasa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil
penelitian  ini  menyarankan  agar  pemerintah  mendorong  segera  diterbitkannya
sebuah  undang-undang  yang  mengatur  kerukunan  umat  beragama,  yang
dengannya  umat  beragama  benar-benar  memperoleh  jaminan  kemerdekaan  di
dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. 

Kata kunci:  politik hukum,  kerukunan umat beragama,  dan  penyebaran ajaran
agama. 
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ABSTRACT

Name : ABDI KURNIA D

Study Program: Law

Title : Legal  Politics  of  Religious  Harmony  in  Indonesia  since  
                            Political Transition from 1998 until 2008

This thesis studies legal policy of religious harmony amongst believers by the
ruling regimes in Indonesia since the year 1998 until 2008. Observation of the
legal political models used by each regime was performed to measure the extent
of the democratization process which is more essential matters touched on in the
life of society, namely the issue of religious harmony. As stated by Hussein Umar,
a former Chairman of the Board of Da'wa Islamiyya Indonesia, religious harmony
is  one  of  important  pillars  in  maintaining  the  integrity  of  the  nation  and  the
country of Indonesia.  Such effort  is  depend on the State assertiveness,  in this
connection especially the government or the ruling political regime. This research
is  a  normative  law  research.  The  result  of  this  study  suggested  that  the
government  should  encourage  the  immediate  issuance  of  a  law  regulating
religious  harmony,  by  which  religious  people  actually  obtain  assurance  of
independence in carrying out religious activities.

Keywords: politics of law, religious harmony, and the spread of religious 

                   teachings.
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